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SARI

Teti Engelberus, 2019 Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran wajib Pajak, dan Kualitas
Pelayanan Pajak tehadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi
dan Bangunan di Kota Surakarta. Skripsi program Studi S1 Akuntansi, Fakultas
Ekonomi, Universitas Setia Budi. Pembumbing 1 Dr. Widi Hariyanti, SE., M.Si.
Pembimbing Il Eko Madyo Sutanto, SE., M.Si.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris Pengaruh
Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Populasi
penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan Kota Surakarta
sejumlah 360.882 wajib pajak

Pengumpulan data menggunakan sumber data primer berupa kuesioner
disusun dengan skala likers lima poin. Metode analisis yang digunakan adalah
analisis linear berganda. Uji kualitas data dalam penelitian ini menggunakan Uji R?,
Uji F, dan Uji t. hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel Sanksi Pajak, dan
Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhada Kepatuhan Wajib Pajak Bumi
dan Bangunan. Sedangkan variabel Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Kata kunci : Sansi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak.
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ABSTRAK

Teti Engelbertus, 2019 Effect of Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, and Tax
Service Quality on Taxpayer Compliance in paying Land and Building Taxes in
Surakarta City. Thesis S1 Accounting Study Program, Faculty of Economics, Setia
Budi University. Pembumbing 1 Dr. Widi Hariyanti, SE., M.Sc. Advisor Il Eko
Madyo Sutanto, SE., M.Sc.

The purpose of this research is obtain empirical evidence on the effect of tax
sanctions, taxpayer awareness and tax service quality on taxpayer compliance in
paying land and building tax. The population of this research is all compulsory land
and building tax in Surakarta City with 360,882 taxpayers.

Data collection using primary data sources in the form of questionnaires
arranged with a five-point likers scale. The analytical method used is multiple linear
analysis. Test the quality of data in this study using R2 Test, F Test, and t Test. The
results of this study indicate that the variable Tax Sanctions and Taxpayer Awareness
positively affects the Compliance of Land and Building Taxpayers. While the
variable Quality of Tax Services does not affect the Compliance of Land and
Building Taxpayers.

Keywords: Tax Sanitation, Tax Payer Awareness, and Tax Service Quality
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan
menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah juga
dapat diartikan sebagai organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan
dan lembaga tempat mereka menjalankan aktivitas untuk menjalankan tujuan
Negara. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan dana dalam jumlah yang
sangat besar baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dana yang diperlukan
dalam berinvestasi sebaiknya berasal dari dalam negeri, agar dapat mengurangi
jumlah utang Negara.

Sumber pendapatan Negara dapat berasal dari penghasilan dari perusahaan-
perusahaan Negara, penghasilan dari barang-barang yang dimiliki oleh pemerintah
atau barang-barang yang dikuasai oleh pemerintah, serta penerimaan dari berbagai
macam pajak. Sebagai salah satu penerimaan bagi negara, pajak sangat diandalkan
untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran Negara. Pajak dapat
didefenisikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang — undang
tanpa mendapatkan balas jasa langsung dan digunakan untuk membiayai
pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum

(www.pajak.go.id). Pajak juga merupakan penghasilan negara yang nantinya akan

dikembalikan kepada masyarakat berupa fasilitas-fasilitas umum. Namun banyak

masyarakat yang tidak tahu akan hal tersebut. Masyarakat perlu mengetahui


http://www.pajak.go.id/

peranan pengetahuan pajak dengan benar. Hal ini sangatlah penting demi kemajuan
pajak di Indonesia.

Tabel 1.1. Fenomena Gap

TAHUN TAEGET TEREALISASI PRESENTASE
2013 46 Miliar 47,3 Miliar 102%
2014 50 Miliar 50,1 Miliar 101%
2015 52,5 Miliar 56,9 Miliar 108%
2016 57,5 Miliar 57,8 Miliar 101%
2017 80 Miliar 59 Miliar 73%
2018 93,3 Miliar 76 Miliar 81%

Sumber: https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/05/22

Berdasarkan data Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPPKAD) Kota Surakarta, pemkot memiliki piutang pembayaran PBB pada tahun
2013 target yang ditentukan Rp.46.000.000.000, terealisai Rp.47.333.613.615,
pada tahun 2014 target yang ditentukan Rp.50.000.000.000, terealisasi
Rp.50.129.661.474, pada tahun 2015 target yang di tentukan Rp.52.500.000.000,
terrealisasi Rp.56.913.587.006, pada tahun 2016 target yang ditentukan Rp.
57.500.000.000, terealisasi Rp.57.884.948.027,dan pada tahun 2017 target yang
ditentukan Rp.80.000.000, terealisasi Rp. 59 miliar.Kasubid Penagihan dan
Keberatan BPPKAD Widiyanto mengatakan, semestinya pemkot menerima

pemasukan dari PBB pada 2018 sebesar Rp 99,3 miliar dari 138.130 wajib pajak.



Namun, hingga 31 Desember 2018 hanya terealisasi Rp 76 miliar dari 86.496 wajib
pajak.

Denda PBB sesuai ketentuan adalah sebesar 2 persen setiap bulan. Masih
banyak yang menunggak membayar PBB karena memiliki denda yang besar,”
terangnya Widiyanto Rabu (22/5). Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak
bumi dan bangunan yaitu dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu
faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan.
Kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik
yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, di
antaranya adalah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran
wajib pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan
tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi
perpajakan bagi para pelanggarnya. Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan
sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang
ditentukan. Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan
perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan
perpajakan yang berlaku saat ini.

Dengan adanya sanksi berupa denda maupun sanksi pidana yang cukup tinggi
diharapkan wajib pajak lebih patuh terutama dalam membayar Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB). Menurut Resmi (2008), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga apabila



terjadi pelanggaran wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan
undang-undang perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat
tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana
diamanatkan dalam UU Perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan kepada Wajib
Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak
sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Wajib Pajak akan
patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan
ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Sehingga sanksi pajak dapat
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB. Dengan kata lain,
sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar
norma perpajakan.

Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang
bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nurgoho, 2006).
Penelitian yang dilakukan oleh (Purnomo, 2008) menemukan bahwa persepsi wajib
pajak tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan
wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Seftiawan (2009) membuktikan bahwa
sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
Hal ini dikarenakan wajib pajak akan merasa lebih rugi apabila tidak membayar
pajak telah melewati jatuh tempo wajib pajak harus membayar denda sebesar 2%
perbulan dari jumlah PBB terutang perbulan. Penelitan Yusnidar (2015)
menyimpulkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam membayar PBB dan sanksi pajak sebagai variabel yang memiliki

pengaruh dominan dibanding dengan variabel lainya sedangkan penelitian yang



dilakukan oleh Permata (2014) menghasilkan bahwa sanksi pajak tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak berbeda dengan penelitian yang
dilakukan oleh Tanjung (2008), Hardiningsih dan Yulianawati (2014), Febriani
Ramadhani Juwanti (2017), Yulsiati (2015), dan Shahidatul (2016) mengatakan
bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan
bangunan. Sanksi yang ringan membuat wajib pajak lalai dalam membayar pajak
Widiastuti (2014) yang mempunyai hasil bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara
sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Nugroho (2006).
Kesadaran adalah keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak,
sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal
pajak Rahayu (2010). Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban
dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara.
Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu
menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum
penyelenggaraan negara (Suardika, 2007). Penelitian yang dilakukan oleh (Manik
Asri 2009) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada
kepatuhan pelaporan wajib pajak. Jika kesadaran wajib pajak meningkat, maka
kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Nugroho, 2006).

Penelitian yang dilakukan oleh Danang (2013) yang menyebutkan bahwa
variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak bumi dan bangunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suryadi



(2016) menunjukan adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan
wajib pajak bumi dan bangunan, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh
Hardiningsih dan Yulianawati (2011), Febriani Ramadhani Juanti (2017),
Shahidatul (2016) menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif
terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan
memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan
kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai
suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk
menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan
kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika pelayanan
terhadap wajib pajak baik maka akan berdampak kepada penerimaan pajak untuk
tahun—tahun berikutnya.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tergantung pada
bagaimana petugas pajak dalam memberikan suatu pelayanan kepada wajib pajak.
Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang
diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu
Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Bradley (1994) dalam
Euphrasia (2010) mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan
faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. menyatakan

bahwa ada lima dimensi kualitas pelayanan jasa yang dapat dirincikan sebagai



berikut : tangibles, atau bukti fisik, reliabilig atau keandalan responsiveness, atau
ketanggapan, assurance, atau jaminan dan empathy, yaitu memberikan perhatian
yang tulus dan bersifat individual atau pribadi. meningkatkan kepatuhan Wajib
Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah memberikan pelayanan
yang baik (Mohamad Rajif, 2012).

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang disiplin dan taat, serta tidak
memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak. Kepatuhan wajib pajak
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : kondisi sistem administrasi pajak suatu
negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan
pajak, dan tarif pajak (Devano dan Rahayu, 2006) yang merupakan faktor yang
berasal dari pemerintah. Penelitian yang dilalkukan oleh Widiastuti dan Laksito
(2014) menunjukan bahwa adanya pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap
kepatuhan wajib pajak untuk mematuhi perpajakan, kemudian penelitian
Permatasari (2016) menunjukan bahwa tidak adanya pengaruh antara kualitas
pelayanan terhadap kepatuhan. Penelitian Eken Patmasari (2016), Muniroh dan
Budiyanto (2012), Turch (2013) tentang pengaruh kualitas pelayanan berpengaruh
posoitif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sedangkan berbeda
dengan penelitian yang dilakukan Winerungan (2017), Jotopurnomo (2013), Rajif
(2016) menunjukan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan berbeda dengan penelitian yang
dilakukan Yulsiati (2015) bahwa kualitas pelayanan berpengaruh negative terhadap

kepetuhan wajib pajak bumi dan bangunan.



Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak pusat yang
wewenangnya akan dilimpahkan kepada daerah. Dengan diberlakukannya Undang-
Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB
sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Dengan
dijadikannya PBB perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah, maka
penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah
(PAD) yang menambah sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan
kemampuan daerah membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Dengan
mengoptimalkan sektor penerimaan pajak bumi dan bangunan ini, diharapkan
pemerintah daerah mampu berbuat banyak untuk kepentingan masyarakat dan
menyukseskan pembangunan. Subjek pajak dalam PBB merupakan orang atau
badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memiliki,
menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. PBB merupakan pajak
yang potensial, karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib pajak PBB lebih besar
dibanding pajakpajak lainnya. Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan
PBB adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB

Sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa
penarikan pajak oleh pemerintah membebani masyarakat dan kekhawatiran akan
penyalahgunaan uang pajak seringkali menjadi pemikiran masyarakat. Wajib pajak
yang memiliki kesadaran yang rendah akan cendrung untuk tidak melaksanakan
kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan



manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban
membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk
melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurusi segala kepentingan
rakyat. Pemerintah seharusnya memberikan SPT kepada wajib pajak dan
menannyakan apakah pajaknya sudah dibayarkan apa belum, seandainya belum
maka pemerintah harus bersedia membantu wajib pajak untuk membayar pajaknya.
Mungkin dengan cara demikian penerimaan pajak bisa meningkat, dan membantu
wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.
1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka yang menjadi rumusan
masalah adalah : “ bagaimana persepsi sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan
kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

bumi dan bangunan di Surakarta.

Berikut ini adalah pertanyaan penelitian yang membantu menjawab rumusan

masalah penelitian :

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak bumi dan bangunan?

2. Apakah kesadaran wajib pajak berpangaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

3. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
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1.3. TUJUAN PENELITIAN
1. Menguji pengaruh sanksi pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan
bangunan.
2. Menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi
dan bangunan.
3. Menguji pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap keberhasilan

penerimaan pajak bumi dan bangunan.

1.4. MANFAAT PENELITIAN
Adapun manfaat dari dari penelitian ini sebagai berikut :
1.4.1 Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang pengaruh
sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak pada kepatuhan
wajib pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan, sumbangan
pemikiran dan bahan pertimbangan mengenai, sanksi pajak, agar dapat menjadi

bahan evaluasi di masa akan datang oleh pihak pembuat kebijakan perpajakan.



